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Abstract. This article examines the strategic role of Vocational High Schools (SMK) in preparing a skilled
workforce amid global dynamics and rapid technological developments. The focus of the discussion lies in the
implementation of the Independent Curriculum which provides flexibility for educational units to develop learning
that is contextual, adaptive, and relevant to the needs of the world of work. Through strengthening the project-
based learning approach, teaching factory, and collaboration with industry, the Merdeka Curriculum encourages
harmony between learning in vocational schools and competencies needed by the business world and the
industrial world (DUDI). This article analyzes curriculum documents, learning outcomes, and Graduate
Competency Standards (SKL), and identifies a number of challenges in implementation, such as inequality of
facilities, limited involvement of DUDI, uneven teacher capacity, and regulatory complexity. By referring to
regulations such as Permendikbudristek No. 12 of 2024 and Presidential Instruction No. 9 of 2016, the author
proposes systematic steps such as competency mapping, preparation of Learning Objectives Flow (ATP), and
evidence-based evaluation. The transformation of vocational education through collaboration between
stakeholders is expected to create an educational ecosystem that is responsive to industrial and technological
changes. This article concludes that vocational schools must be able to become institutions that not only produce
job-ready graduates, but also innovative and creative in creating new job opportunities.

Keywords: Vocational Schools, Independent Curriculum, Vocational Education, Industrial World, Graduate
Competencies.

Abstrak. Artikel ini mengkaji peran strategis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menyiapkan tenaga
kerja terampil di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi yang pesat. Fokus pembahasan terletak
pada implementasi Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyusun
pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui penguatan
pendekatan project-based learning, teaching factory, dan kolaborasi dengan industri, Kurikulum Merdeka
mendorong keselarasan antara pembelajaran di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan
dunia industri (DUDI). Artikel ini menganalisis dokumen kurikulum, capaian pembelajaran, serta Standar
Kompetensi Lulusan (SKL), dan mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi, seperti ketimpangan
fasilitas, keterbatasan keterlibatan DUDI, kapasitas guru yang belum merata, dan kompleksitas regulasi. Dengan
merujuk pada regulasi seperti Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan Inpres No. 9 Tahun 2016, penulis
mengusulkan langkah sistematis seperti pemetaan kompetensi, penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan
evaluasi berbasis bukti. Transformasi pendidikan vokasi melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan
diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan industri dan teknologi.
Artikel ini menyimpulkan bahwa SMK harus mampu menjadi institusi yang tidak hanya menghasilkan lulusan
siap kerja, tetapi juga inovatif dan berdaya cipta dalam menciptakan peluang kerja baru.

Kata Kunci: SMK, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Vokasi, Dunia Industri, Kompetensi Lulusan.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja terampil dan siap pakai terus mengalami
peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global(Khawas,
2012). Di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki posisi strategis dalam
mendukung penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di berbagai sektor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah lulusan SMK yang masuk

ke dunia kerja menunjukkan tren peningkatan, dengan sekitar 52,5% lulusan SMK langsung
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terserap di pasar kerja, meskipun tantangan ketidaksesuaian kompetensi masih menjadi isu
yang perlu dibenahi(Andayani, 2022). Peran SMK menjadi semakin penting dalam mendorong
produktivitas nasional dan menekan angka pengangguran terbuka. Hal ini terlihat dari data BPS
yang mencatat bahwa pada Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan
SMK adalah 9,42%, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain(Andriansyah, 2017). Fakta
ini menjadi pengingat bahwa SMK tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan, tetapi juga
lulusan yang benar-benar kompeten, adaptif, dan siap kerja. Oleh karena itu, penguatan
kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas guru, serta kemitraan yang erat
antara sekolah dan dunia usaha menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

Sebagai respons terhadap tantangan zaman yang terus berubah cepat, pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah
melakukan serangkaian transformasi kebijakan pendidikan(7ransformation of Education
Policy and Governance in the Digital Era,2022). Salah satu perubahan paling signifikan dalam
beberapa tahun terakhir adalah diterapkannya Kurikulum Merdeka, yang mulai diperkenalkan
secara bertahap sejak tahun 2022. Kurikulum ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan
proses pembelajaran yang lebih relevan, kontekstual, dan berpihak pada kebutuhan peserta
didik. Di lingkungan SMK, Kurikulum Merdeka menghadirkan pendekatan baru dalam
pengembangan kompetensi siswa melalui penguatan projek penguatan profil pelajar Pancasila
(P5), fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran, serta kolaborasi dengan dunia kerja dalam
bentuk pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pembelajaran berbasis
industri (teaching factory)(Penerapan Kurikulum Merdeka Di SMAN I Sumberpucung Pada
Masa Peralihan Dari Kurikulum 2013, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya
penguasaan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kemampuan komunikasi,
kolaborasi, dan kreativitas, yang menjadi modal utama dalam dunia kerja modern.

Lebih dari itu, Kurikulum Merdeka mendorong sekolah untuk lebih mandiri dalam
mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan industri setempat.
Hal ini memberikan ruang bagi SMK untuk berinovasi dalam pembelajaran vokasional, serta
memperkuat kolaborasi dengan sektor industri dan dunia usaha dalam membentuk lulusan yang
tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja(Rosmawati & Meilani,
2019). Transformasi ini sekaligus menjadi titik tolak untuk mereformasi wajah pendidikan
kejuruan di Indonesia dari yang bersifat normatif menjadi lebih transformatif dan kontekstual.
Dengan demikian, Kurikulum Merdeka bukan sekadar perubahan administrasi kurikulum,
tetapi sebuah langkah strategis menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan

berorientasi pada masa depan(Akhmadi, 2023).
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Meskipun arah kebijakan nasional melalui Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang
bagi pendidikan vokasi untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, tantangan dalam
mewujudkan sinergi yang ideal antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match) masih
sangat nyata(Malikah, 2014). Konsep link and match sejatinya bukan hal baru dalam sistem
pendidikan vokasi di Indonesia, namun dalam praktiknya, implementasi di lapangan sering kali
menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun kultural. Salah satu tantangan utama
adalah ketimpangan antara kompetensi yang diajarkan di SMK dengan keterampilan yang
dibutuhkan oleh dunia industri. Banyak kurikulum yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan
riil dunia kerja, baik dari segi konten teknis maupun soft skills. Hal ini disebabkan oleh
keterbatasan informasi dan keterlibatan aktif industri dalam proses penyusunan kurikulum dan
pembelajaran. Di sisi lain, akses terhadap mitra industri yang relevan dan aktif terlibat juga
masih belum merata, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat industri atau kawasan
ekonomi. Banyak SMK di wilayah non-perkotaan mengalami kesulitan membangun jejaring
kemitraan dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri), sehingga siswa kehilangan
kesempatan untuk mengalami pengalaman kerja nyata yang berkualitas(Andriansyah, 2017).

Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik dengan pengalaman industri juga menjadi
tantangan tersendiri. Guru-guru SMK umumnya memiliki latar belakang akademik yang kuat,
tetapi tidak selalu memiliki pengalaman langsung dalam dunia kerja yang dinamis(Sahira &
Herianto, 2023). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan
praktik di lapangan. Upaya pemutakhiran kompetensi guru melalui program magang industri
atau upskilling masih perlu diperluas dan diperkuat secara sistematis(Gunadi, 2013).

Tak kalah penting, koordinasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah,
dinas pendidikan, industri, dan SMK itu sendiri sering kali belum berjalan optimal.
Sinkronisasi program pelatihan, penyelarasan kebutuhan tenaga kerja, serta komitmen dalam
penyediaan tempat magang menjadi tantangan yang membutuhkan solusi bersama(Mahmud et
al., 2022). Maka dari itu, untuk membangun sistem pendidikan vokasi yang benar-benar match
dengan kebutuhan industri, dibutuhkan ekosistem kolaboratif yang kuat, berbasis data
kebutuhan tenaga kerja yang akurat, serta kebijakan yang mendukung fleksibilitas dan inovasi
di tingkat satuan pendidikan. Tanpa itu, semangat link and match hanya akan menjadi jargon
tanpa implementasi nyata(Samsudi et al., 2016).

Tulisan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
peran strategis SMK dalam mencetak tenaga kerja terampil, terutama dalam konteks perubahan
kebijakan pendidikan nasional melalui penerapan Kurikulum Merdeka(Malikah, 2014). Fokus

utama dari tulisan ini adalah melakukan analisis terhadap kurikulum dan standar kompetensi
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di SMK, serta mengidentifikasi berbagai tantangan nyata yang dihadapi dalam proses
implementasinya di lapangan. Pertama, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana
kurikulum SMK khususnya dalam format Kurikulum Merdeka telah selaras dengan kebutuhan
dunia kerja modern, baik dari sisi struktur mata pelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis
proyek, hingga integrasi dengan industri melalui model pembelajaran teaching factory dan
praktik kerja lapangan (PKL)(Puspita & Atikah, 2023). Kedua, tulisan ini juga akan
menganalisis standar kompetensi lulusan SMK, baik dari aspek hard skills teknis sesuai bidang
keahlian maupun soft skills yang relevan dengan tuntutan dunia kerja masa kini, seperti
kemampuan adaptasi, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ketiga, tulisan ini
akan mengurai berbagai tantangan yang dihadapi oleh SMK, mulai dari keterbatasan sarana
dan prasarana, ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri lokal, kualitas dan
kualifikasi tenaga pendidik, hingga belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan
dalam mewujudkan keterhubungan yang nyata antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link
and match)(Gunadi, 2013).

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan sejumlah insight dan rekomendasi
strategis yang berguna bagi pengambil kebijakan, pengelola satuan pendidikan vokasi, serta
pihak industri untuk bersama-sama memperkuat sistem pendidikan kejuruan yang lebih
adaptif, relevan, dan berkelanjutan. Seperti Upaya penguatan pendidikan vokasi, khususnya di
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak lepas dari sejumlah kebijakan strategis pemerintah
yang menjadi dasar hukum implementasi kurikulum dan arah pengembangan satuan
pendidikan(Amirudin et al., 2024). Setidaknya terdapat dua regulasi penting yang menjadi
pijakan dalam transformasi pendidikan kejuruan di Indonesia: Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 dan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016(Naysila & Purwanto, 2023).

Pertama, melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, pemerintah secara resmi
menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum nasional
untuk seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan
menengah kejuruan. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa: "Kurikulum Merdeka
ditetapkan sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berlaku secara nasional, yang
memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih
kontekstual, relevan, dan sesuai kebutuhan peserta didik serta tantangan zaman."
(Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, Pasal 2)(Astuti et al., 2023). Penetapan ini sekaligus
menjadi tonggak penting dalam memperluas otonomi satuan pendidikan dan mendorong

terjadinya inovasi dalam proses belajar-mengajar, termasuk di SMK, dengan memberi
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penckanan pada pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, serta
keterlibatan industri dalam proses pembelajaran(Ainiyah & Holle, 2022).

Kedua, arah penguatan pendidikan vokasi juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing
sumber daya manusia Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada
kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam
memperkuat pendidikan kejuruan. Tujuan revitalisasi SMK secara tegas diarahkan untuk
memastikan bahwa lulusan SMK memiliki tiga opsi utama pasca kelulusan, yaitu: "Lulusan
SMK diharapkan mampu bersaing untuk langsung bekerja di dunia industri, melanjutkan
pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, atau memilih jalan berwirausaha(S. Hasni & Elida,
2023)." (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016) Instruksi ini menunjukkan bahwa peran SMK
bukan hanya sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang
membentuk lulusan yang fleksibel, adaptif, dan mampu menjadi pelaku aktif dalam
pembangunan ekonomi, baik sebagai profesional maupun wirausahawan(Rosmawati &
Meilani, 2019). Dengan landasan hukum tersebut, sangat jelas bahwa pemerintah
menempatkan SMK dalam posisi strategis sebagai penggerak utama dalam pembangunan SDM
unggul dan kompeten(Said et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku
kepentingan untuk memahami arah kebijakan ini dan mengintegrasikannya secara nyata dalam

pengelolaan kurikulum, pembelajaran, dan kemitraan industri di SMK(Merta, 2022).

2. PEMBAHASAN

Analisis terhadap kurikulum dan standar kompetensi merupakan langkah awal yang
sangat krusial dalam upaya menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia
kerja(Mahmudah & Santosa, 2021). Pada dasarnya, kurikulum di SMK bukan sekadar
kumpulan mata pelajaran, melainkan kerangka kerja sistematis yang mencerminkan tujuan
pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan perkembangan industri dan
teknologi. Oleh karena itu, proses analisis harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan
berbagai aspek penting seperti relevansi isi kurikulum, kejelasan capaian pembelajaran, serta
keterkaitannya dengan profil lulusan yang diharapkan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara
institusi pendidikan dan industri sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang
disusun dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja(Mahendra et
al., 2023). Kerjasama ini tidak hanya membantu dalam merumuskan kurikulum yang relevan,
tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui

program magang dan pelatihan langsung di lapangan. Kesempatan ini memungkinkan siswa
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untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan membangun jaringan profesional
yang dapat mendukung karir mereka di masa depan. Dengan demikian, evaluasi berkelanjutan
terhadap kurikulum dan program yang ada menjadi kunci untuk menyesuaikan dengan
perubahan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi terkini.Dengan pendekatan ini,
diharapkan lulusan tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga memiliki daya saing yang
tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Prinsip Dasar dalam Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dimulai dari pemahaman terhadap kerangka dasar dan struktur
kurikulum sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024(Gunadi et al.,
2014). Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk
mengembangkan konten yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan peserta didik,
namun tetap dalam koridor nasional(Akhmadi, 2023). Dalam konteks SMK, ini berarti adanya
ruang untuk memasukkan mata pelajaran pilihan, proyek berbasis industri, dan praktik kerja
lapangan (PKL) yang lebih kontekstual. Analisis dilakukan dengan mengacu pada beberapa
prinsip utama, yaitu:

e Kesesuaian dengan Profil Pelajar Pancasila, terutama dalam penguatan karakter dan soft
skills;

e Keterpaduan antara kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan evaluasi,

e Kesesuaian dengan kebutuhan industri, termasuk dalam integrasi teknologi terbaru dan
metode kerja mutakhir;

o Keterlaksanaan di lapangan, ditinjau dari segi kesiapan guru, fasilitas, dan dukungan
manajemen sekolah.

Pentingnya evaluasi berkelanjutan juga harus diperhatikan, agar setiap program yang
diterapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan di dunia industri.
Dengan pendekatan ini, diharapkan SMK dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya
memiliki pengetahuan akademis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dan
siap menghadapi dinamika dunia kerja. Penerapan kurikulum yang adaptif dan responsif
terhadap perubahan ini menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan
berdaya saing tinggi(Bongco & Guzman, 2022). Penting untuk melibatkan semua pemangku
kepentingan, termasuk industri, dalam proses pengembangan kurikulum agar relevansi dan
kualitas pendidikan dapat terus terjaga. Dengan kolaborasi yang erat antara sekolah dan
industri, program magang serta pelatihan berbasis kerja dapat dioptimalkan untuk memberikan

pengalaman langsung kepada siswa, memperkuat keterampilan mereka dan meningkatkan
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peluang penyerapan tenaga kerja setelah lulus(Judijanto et al., 2024). Dalam konteks ini,
dukungan dari pemerintah juga sangat penting untuk menyediakan sumber daya dan kebijakan
yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi yang berkualitas.

Sumber daya ini tidak hanya mencakup pendanaan, tetapi juga pelatihan bagi pengajar
dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan
demikian, sinergi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan akan menciptakan
ekosistem yang mendukung pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan
pasar kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia profesional(Widjajanti
et al., 2020). Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, program-program ini dapat
dirancang untuk mengantisipasi perubahan dalam industri dan teknologi, memastikan bahwa
siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang
diperlukan untuk sukses(Rahmadani et al., 2023). Hal ini akan mendorong inovasi dan
adaptabilitas, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan
teknologi yang cepat. Inisiatif ini juga akan membuka peluang untuk pembelajaran seumur
hidup, memungkinkan individu untuk terus mengembangkan keterampilan mereka sepanjang
karir mereka dan tetap relevan di pasar yang selalu berubah.

Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan indikator kunci dalam menentukan keberhasilan
proses pendidikan di SMK(Andriansyah, 2017). Standar ini mencakup dua dimensi utama:
kompetensi teknis (hard skills) yang berkaitan langsung dengan keahlian bidang tertentu, serta
kompetensi non-teknis (soft skills) seperti komunikasi, kepemimpinan, etika kerja, dan
pemecahan masalah. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, standar kompetensi dirancang agar
lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Lulusan SMK idealnya mampu:

e Menguasai perangkat kerja yang digunakan di industri saat ini;

e Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam memecahkan masalah;
e Mampu bekerja secara tim maupun individu;

e Menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang multikultural dan dinamis.

Proses analisis terhadap standar kompetensi ini dapat dilakukan dengan membandingkan
dokumen kurikulum yang ada (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan / KOSP) dengan
Standar Nasional Pendidikan, Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja, dan profil kebutuhan
industri lokal dan global(Saidah & Imron, 2022). Dengan demikian, evaluasi dan penyesuaian
kurikulum secara berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap
menghadapi tantangan di dunia kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan

teknologi dan tren industri yang terus berubah.Pentingnya kolaborasi antara lembaga
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pendidikan dan industri juga tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan membantu menciptakan
program pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Selain itu,
pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri akan mendorong inovasi
dan kreativitas di kalangan siswa, sehingga mereka dapat menjadi tenaga kerja yang kompetitif
dan siap bersaing secara global.

Dengan memperkuat keterlibatan industri dalam proses pendidikan, diharapkan lulusan
dapat memperoleh pengalaman praktis yang berharga dan membangun jaringan profesional
yang akan bermanfaat bagi karier mereka di masa depan. Pendidikan yang terintegrasi dengan
dunia industri juga akan memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa
tidak hanya belajar dari teori tetapi juga mendapatkan wawasan langsung tentang praktik
terbaik di lapangan(Wardaya et al., 2022). Keterlibatan ini akan menciptakan sinergi antara
pendidikan dan industri, memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan
akademis yang solid tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memenuhi
tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara
lembaga pendidikan dan sektor industri akan menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja
yang adaptif dan inovatif, siap menghadapi tantangan global di era digital ini(Rahmadani et al.,
2023). Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing lulusan, tetapi juga mendorong
inovasi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di
tingkat nasional. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang bagi penelitian dan
pengembangan yang lebih lanjut, menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat diuji dan
diterapkan secara langsung dalam konteks industri.

Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan
masyarakat, akan sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini berhasil dan
berkelanjutan dalam jangka panjang(Rahmadani et al., 2023). Dengan demikian, pendekatan
holistik yang melibatkan semua pihak akan menciptakan ekosistem pendidikan dan industri
yang saling mendukung, menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi(Khatimah & Nuradi, 2021). Keterampilan ini akan
memungkinkan lulusan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan
kebutuhan industri, sekaligus mendorong mereka untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat
meningkatkan daya saing global. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara institusi
pendidikan dan sektor industri, diharapkan akan tercipta program pelatihan yang relevan dan

responsif terhadap perkembangan teknologi serta tren pasar terkini.
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Langkah-Langkah Analisis Kurikulum dan Standar Kompetensi

Dalam konteks regulasi di Indonesia, langkah-langkah analisis kurikulum dan standar
kompetensi mengacu pada berbagai landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah(Sayuti,
2017). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa kurikulum disusun berdasarkan prinsip
relevansi dengan kebutuhan kehidupan, termasuk kehidupan sosial, budaya, dan dunia kerja.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
memperkuat pentingnya standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam pengembangan
kurikulum satuan pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Lebih lanjut, dalam pendidikan
kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 34 Tahun
2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK memberikan panduan teknis mengenai
penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi keahlian tertentu, dengan
mempertimbangkan masukan dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI)(Rosmawati &
Meilani, 2019).

Di era Merdeka Belajar saat ini, kebijakan Kurikulum Merdeka yang didukung oleh
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 menjadi
salah satu rujukan utama dalam pelaksanaan analisis kurikulum, yang menekankan pada
fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal serta
global(Raihan, 2024). Dengan berlandaskan regulasi-regulasi tersebut, analisis kurikulum dan
standar kompetensi pada pendidikan vokasi tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi
juga menjadi upaya strategis dalam menciptakan lulusan yang adaptif, produktif, dan siap
bersaing di era industri 4.0 dan society 5.0(Suparyati & Habsya, 2024). Pentingnya kolaborasi
antara institusi pendidikan dan DUDI dalam proses ini tidak dapat diabaikan, karena
keterlibatan mereka memastikan bahwa kurikulum yang disusun relevan dengan tuntutan pasar
kerja dan perkembangan teknologi terkini. Dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, diharapkan kurikulum yang diterapkan dapat mengakomodasi kebutuhan industri
serta memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual bagi siswa(Amirudin et al.,
2024).

Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan keterampilan
praktis yang dibutuhkan di lapangan, serta menciptakan jembatan antara teori dan praktik
dalam pendidikan vokasi(Rahmadani et al., 2023). Hal ini akan mendorong inovasi dan
menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, di mana siswa tidak hanya menerima
pengetahuan, tetapi juga dapat menerapkannya secara langsung dalam situasi nyata. (Amirudin

et al.,, 2024)Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing
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lulusan di pasar kerja dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang semakin
kompleks dalam dunia industri. Inisiatif ini juga dapat membantu menciptakan jaringan yang
kuat antara institusi pendidikan dan perusahaan, memungkinkan pertukaran pengetahuan yang
lebih efektif serta mempercepat proses adaptasi kurikulum sesuai dengan perkembangan
kebutuhan industri yang terus berubah.Inisiatif ini berpotensi untuk memperkuat kolaborasi
antara dunia akademis dan industri, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih
relevan dan responsif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan pasar.
Berikut adalah Langkah-Langkah Analisis Kurikulum dan Standar Kompetensi :

1. Identifikasi . isi j 3. Pemetaan 4, Analisis Standar
W .

Dokumen Capaian >
Kurikulum Pendidikan Pembelajaran Lulusan

7. Penyusunan Alur 6. Analisis 5. Pemetaan

Tujuan i Kompetensi ke
Pembelajaran (ATP) j Mata Pelajaran

TIDAK YA 8. E i dan
SESUAI »
Revisi Kurikulum

Gambar Diagram 1 : langkah-langkah Analisis Kurikulum dan Standar Kompetensi
Analisis kurikulum dan standar kompetensi adalah proses yang sangat penting dalam
menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif dan relevan(W. Hasni et al., 2024). Dengan
mengikuti langkah-langkah sistematis di atas, institusi pendidikan vokasi akan mampu
menghasilkan lulusan yang unggul, siap kerja, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Rincian alur dari langkah-langkah Analisis Kurikulum dan Standar Kompetensi adalah sebagai
berikut :
1. Identifikasi Dokumen Kurikulum
Langkah pertama adalah mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen kurikulum
yang berlaku. Dokumen ini bisa meliputi:
e Kurikulum Nasional (Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013)
e Capaian Pembelajaran (CP)
o Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
e Struktur Kurikulum SMK
o SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam melakukan pemetaan kompetensi.
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2. Analisis Tujuan Umum Pendidikan
Langkah selanjutnya adalah menelaah tujuan pendidikan nasional, visi dan misi sekolah,
serta profil lulusan. Hal ini dilakukan agar arah kurikulum yang dikembangkan sejalan
dengan cita-cita pendidikan nasional dan kebutuhan riil di lapangan.
3. Pemetaan Capaian Pembelajaran (CP) dan Kompetensi Dasar (KD)
Pada tahap ini, CP atau KD dianalisis berdasarkan:
o Dimensi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap)
e Level kognitif dalam Taksonomi Bloom
o Keterkaitan antar kompetensi
Pemetaan ini membantu menyusun alur pembelajaran yang logis dan progresif.
4. Analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
SKL dianalisis untuk memastikan ketercapaiannya melalui CP dan KD yang dirancang.
Dalam konteks vokasi, SKL harus relevan dengan KKNI dan kebutuhan industri. SKL juga
menjadi referensi utama dalam menyusun asesmen dan proyek pembelajaran.
5. Pemetaan Kompetensi ke Mata Pelajaran
Kompetensi-kompetensi yang telah diidentifikasi dipetakan ke dalam mata pelajaran. Hal
ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kesinambungan antar
mata pelajaran. Pemetaan ini dapat dilakukan secara:
o Horizontal (antar mata pelajaran dalam satu tingkat)
o Vertikal (antar jenjang/kelas)
6. Analisis Kebutuhan Dunia Kerja
Pendidikan vokasi harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, penting
untuk melakukan:
e Survei kebutuhan industri
e Focus Group Discussion (FGD) dengan DUDI
o Kajian SKKNI dan kualifikasi sertifikasi profesi
Hasil dari tahap ini akan memperkaya kurikulum dengan kompetensi kekinian.
7. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
ATP merupakan turunan langsung dari CP dan SKL. ATP disusun berdasarkan urutan
kompetensi yang logis dan bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam ATP juga
dapat diintegrasikan pendekatan pembelajaran seperti:
e Problem Based Learning (PBL)
e Project Based Learning (PjBL)

e Gamified Learning
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8. Evaluasi dan Revisi Kurikulum
Kurikulum harus bersifat dinamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala
dengan melibatkan:
e Guru
e Siswa
e Dunia Industri
e Pemerhati pendidikan
Evaluasi ini akan menghasilkan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan
kurikulum.
Tantangan dalam Analisis dan Implementasi

Dalam era globalisasi dan percepatan teknologi, pendidikan vokasi memiliki peran
strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan relevan dengan
kebutuhan industri(Wahyuni, 2020). Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
kurikulum dan standar kompetensi menjadi elemen fundamental dalam membentuk profil
lulusan yang siap kerja. Namun, dalam praktiknya, proses analisis hingga implementasi
kurikulum dan standar kompetensi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Untuk
mengatasi tantangan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
kurikulum yang ada dan memastikan bahwa materi ajar serta metode pengajaran selaras dengan
perkembangan industri terkini (Juwita, 2020). Proses ini melibatkan kolaborasi antara
pendidik, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kurikulum yang
adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang berkelanjutan akan memastikan
bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang
diperlukan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. Keterlibatan aktif dari semua
pihak terkait dalam proses ini akan menciptakan sinergi yang kuat, memungkinkan lulusan
untuk lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang terus berkembang.
Inisiatif ini juga akan mendorong inovasi dalam metode pengajaran, memanfaatkan teknologi
terbaru untuk meningkatkan pengalaman belajar dan keterlibatan siswa. Berikut Tantangan
dalam Analisis dan Implementasi :

1. Dinamika Dunia Kerja yang Cepat Berubah

Salah satu tantangan utama adalah kecepatan perubahan dalam dunia industri, terutama
di sektor teknologi informasi dan komunikasi, manufaktur, dan jasa(Gao et al., 2008).
Kompetensi yang relevan hari ini bisa jadi sudah usang dalam kurun waktu 2—-3 tahun ke depan.

Kurikulum SMK yang bersifat statis atau lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan
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ini akan menghasilkan lulusan yang kurang adaptif dan sulit terserap pasar kerja(Umami &
Rahmaningtyas, 2022). Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi institusi pendidikan
untuk menerapkan pendekatan kurikulum yang fleksibel dan berbasis pada kebutuhan industri
terkini. Selain itu, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri harus ditingkatkan untuk
memastikan bahwa materi ajar selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta
kebutuhan pasar yang terus berubah. Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang
dinamis dan responsif akan menjadi kunci untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan
global dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Penting juga untuk melibatkan
pemangku kepentingan, seperti perusahaan dan asosiasi industri, dalam proses pengembangan
kurikulum agar dapat menciptakan program pendidikan yang tidak hanya teoritis tetapi juga
praktis dan aplikatif.

2. Keterbatasan Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Meskipun secara regulatif kurikulum SMK diarahkan untuk disusun bersama dengan
DUDI, kenyataannya banyak sekolah mengalami kesulitan menjalin kemitraan strategis. Hal
ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ekspektasi, kurangnya komunikasi
intensif, hingga keterbatasan akses sekolah ke perusahaan yang relevan. Akibatnya, standar
kompetensi yang dirancang seringkali kurang mencerminkan kebutuhan aktual industri. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat antara pihak sekolah dan
industri, termasuk program pelatihan bersama dan forum diskusi rutin untuk menyelaraskan
visi serta misi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja(Mahmudah & Santosa, 2021).
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan dapat tercipta sinergi yang saling
menguntungkan, sehingga lulusan SMK tidak hanya siap secara akademis tetapi juga memiliki
keterampilan praktis yang relevan dengan tuntutan industri. Penting untuk melibatkan
pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan organisasi profesi, dalam proses ini
agar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan pasar
kerja(Rahmadani et al., 2023). Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara semua pihak akan
memastikan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan
pengalaman nyata yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

3. Ketimpangan Sumber Daya dan Kapasitas Guru

Kurikulum yang baik akan sulit diimplementasikan tanpa dukungan sumber daya
manusia yang kompeten. Banyak guru SMK yang belum mendapatkan pelatihan memadai
dalam penguasaan teknologi terbaru maupun pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan
masalah. Selain itu, peralatan praktik yang tidak memadai menjadi kendala dalam

menyelaraskan pembelajaran dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Kondisi ini



Transformasi Kurikulum dan Trandar Kompetensi SMK dalam Era Merdeka Belajar

mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga penting
untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan guru dan penyediaan fasilitas yang
memadai(Giri, 2016). Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif harus
melibatkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri, guna memastikan
bahwa kurikulum dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan
demikian, perhatian yang serius terhadap pengembangan profesional guru dan penyediaan
sumber daya yang memadai akan menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
relevansi kurikulum dengan tuntutan zaman. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya
bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada metode pengajaran yang inovatif dan relevan
dengan konteks sosial serta ekonomi saat ini(Radiyah, 2024). Keterlibatan orang tua dan
masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung proses pendidikan, menciptakan
sinergi yang dapat mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka.
4. Kompleksitas Regulasi dan Transisi Kebijakan

Perubahan kebijakan pendidikan seperti penerapan Kurikulum Merdeka memunculkan
tantangan baru dalam analisis dan implementasi kurikulum SMK. Meskipun Kurikulum
Merdeka memberikan fleksibilitas dan ruang eksplorasi yang lebih besar, tidak semua satuan
pendidikan mampu melakukan transformasi dengan cepat. Perlu adaptasi yang komprehensif,
mulai dari penyesuaian struktur kurikulum, perangkat ajar, hingga strategi evaluasi berbasis
kompetensi. Tantangan ini semakin diperburuk oleh kebutuhan untuk melatih tenaga pendidik
agar dapat mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif, serta memastikan bahwa
semua siswa mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan fasilitas pendidikan
yang diperlukan(Elwanti, 2012). Implementasi yang sukses dari Kurikulum Merdeka juga
memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan
ekosistem pendidikan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan(Rahmadani et al., 2023).
Pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru juga tidak dapat diabaikan,
karena mereka menjadi kunci dalam menerapkan perubahan yang diperlukan dan memastikan
bahwa kurikulum tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan siswa di era modern ini. Untuk
mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, di mana semua
pemangku kepentingan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan
responsif terhadap perkembangan zaman.
5. Kurangnya Data dan Evaluasi Berbasis Bukti

Seringkali analisis kurikulum dilakukan tanpa didukung oleh data yang kuat mengenai
kebutuhan peserta didik, tren dunia kerja lokal, atau hasil tracer study alumni. Kurangnya

budaya evaluasi berbasis bukti menyebabkan kebijakan kurikulum bersifat top-down dan
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kurang kontekstual, sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di
lapangan(Andayani, 2022). Penting untuk membangun sistem pengumpulan data yang
komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar kurikulum dapat disusun
berdasarkan analisis yang mendalam dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan industri.
Dengan pendekatan yang berbasis data, diharapkan kurikulum tidak hanya menjadi dokumen
statis, tetapi juga mampu beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika
industri(W. Hasni et al., 2024). Pengembangan kurikulum yang efektif juga memerlukan
pelatihan berkelanjutan bagi pengajar, agar mereka dapat mengimplementasikan perubahan
dengan baik dan memastikan bahwa proses pembelajaran tetap relevan serta menarik bagi
siswa.

Program pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran terbaru dan teknik evaluasi
yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital saat
ini(Samsudi et al., 2016). Dengan demikian, kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor
industri menjadi sangat penting untuk menciptakan sinergi yang mendukung pengembangan
keterampilan yang tepat serta memfasilitasi peluang kerja bagi lulusan. Sinergi ini tidak hanya
akan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, tetapi juga memastikan
bahwa lulusan siap menghadapi tantangan di pasar kerja yang terus berubah. Dengan adanya
kolaborasi yang erat, institusi pendidikan dapat lebih memahami kebutuhan industri dan
menyesuaikan kurikulum mereka untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap
pakai(Malikah, 2014). Kolaborasi ini juga memungkinkan pengembangan program magang
dan pelatihan langsung yang memberikan pengalaman praktis kepada siswa, sehingga mereka
dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Dengan demikian,
program-program tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga

membangun jaringan profesional yang dapat bermanfaat bagi karier mereka di masa depan.

3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Analisis kurikulum dan standar kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
merupakan proses strategis dalam memastikan bahwa pendidikan vokasi mampu menjawab
tantangan zaman dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Kurikulum tidak lagi dipandang
sekadar sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai alat dinamis yang harus terus dikaji,
diperbarui, dan disesuaikan dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi. Tulisan
ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah memberikan kerangka kerja yang
mendukung seperti Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan Inpres No. 9 Tahun 2016

tantangan dalam implementasi di lapangan masih cukup kompleks. Perubahan cepat di dunia
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industri, kurangnya keterlibatan aktif dari DUDI, keterbatasan sumber daya di sekolah, transisi
kebijakan pendidikan, hingga kurangnya data berbasis bukti menjadi hambatan nyata yang
harus dihadapi dengan strategi konkret dan kolaboratif(Merta, 2022).

Untuk itu, penguatan sinergi antara SMK, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat
menjadi sangat krusial. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kompetensi
guru berbasis industri, penguatan jejaring kemitraan sekolah dengan dunia usaha,
pengembangan sistem evaluasi kurikulum yang berbasis data dan kebutuhan lokal, serta
penerapan kurikulum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan adaptif(Rahmadani et al., 2023).
Hanya dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku
kepentingan, SMK dapat menjelma menjadi pusat pengembangan kompetensi generasi muda
yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan menjadi pelaku aktif
dalam pembangunan bangsa(Radiyah, 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu juga
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program-program
yang telah dijalankan, sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat,
proses ini akan semakin efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung
pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.Keterlibatan aktif dari
semua pihak juga akan mendorong terciptanya sinergi yang kuat dalam pendidikan, sehingga
lulusan SMK tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang
siap diterapkan di dunia kerja(Samsudi et al., 2016). Pendidikan yang berorientasi pada praktik
ini akan memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan
cepat terhadap perubahan industri serta tuntutan pasar global. Penerapan metode pembelajaran
yang inovatif dan kolaboratif akan semakin memperkuat kualitas pendidikan, memfasilitasi
pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren industri
terkini(Ngafifurrohman, 2023). Dengan demikian, pendidikan yang holistik dan terintegrasi ini
akan menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya siap pakai, tetapi juga mampu
berinovasi dan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing.

Pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan soft skills juga akan
memainkan peran penting dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis,
tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk bekerja dalam tim(Mahendra
et al., 2023). Keterampilan ini sangat penting dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks
dan kolaboratif, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang
lain menjadi kunci keberhasilan. Pendidikan yang mengedepankan pendekatan praktis dan

pengalaman langsung akan semakin memperkaya proses pembelajaran, memungkinkan siswa
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untuk menerapkan teori dalam situasi nyata dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan
dunia kerja. Keterlibatan industri dalam kurikulum pendidikan juga dapat memberikan
wawasan berharga dan pengalaman praktis yang relevan, sehingga lulusan lebih siap untuk
memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan(Rahmadani et al., 2023).
Pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri tidak dapat diabaikan,
karena hal ini menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam
menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Kolaborasi ini juga dapat mendorong inovasi, di
mana ide-ide baru dan solusi kreatif muncul dari interaksi antara akademisi dan praktisi

industri.
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